BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah
wajib melakukan penilaian risiko;

bahwa untuk melakukan penilaian risiko dalam rangka
peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, diperlukan pedoman yang digunakan untuk
mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2754);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan
kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit
kepatuhan.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan
oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat
strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional perangkat daerah
dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

(8) Laporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko oleh Komite Pengelolaan
Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara
triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

(9) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara triwulanan, dan
tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris
Daerah.

(10) Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hulu
Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2017 Nomor 147) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI INDRAGIRI HULU,
ttd
REZITA MEYLANI YOPI
Diundangkan di Rengat
pada tanggal 16 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

ttd

H. HENDRIZAL
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 22




LAMPIRANI : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 16Juni 2023

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13
ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian
risiko; dan

Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan
Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1.

2

Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan
pemerintah daerah;

Mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta
memantau aktifitas pengendalian risiko dilingkungan Pemerintahan
Kabupaten Indragiri Hulu.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan Konteks Pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis
(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional)
Perangkat Daerah.

1.

o

Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan  risiko  strategis Pemerintah  Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat
Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil
Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit
Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dibawah koordinasi
Sekretariat Daerah.

Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko strategis Perangkat Daerah  bertujuan
mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis
Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan
Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis
PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran
manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit
Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV, serta Pejabat Fungsional



5. Pemantauan
a. pemantauan atas implementasi pengendalian;
b. pemantauan kejadian risiko;
c. memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan risiko; dan
d. pencatatan pemantauan pada Form 8 dan Form 9.

PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko, Laporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah, Laporan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Risiko, dan
Laporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Dalam prosesnya, sebelum penyusunan laporan pelaksanaan penilaian
risiko difinalkan maka draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan
pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat
strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan
Kepala PD dan pihak yang terkait.

Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko.

Pelaporan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko.

Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan
internal.

ocnw

FORM KERTAS KERJA DAN LAPORAN

BUPATI INDRAGIRI HULU,
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REZITA MEYLANI YOPI




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU

NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 16 Juni 2023
PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah
daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko
Pemerintah Daerah.

A.

IL.

Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis
pemerintah daerah, penilaian risiko strategi (entitas) OPD, dan penilaian
risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau
Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian penilaian risiko tingkat
strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Bupati dan pihak
yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian penilaian risiko
tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu
dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko
(UPR), disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat
Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Adapun bentuk Laporan
Pelaksanaan Penilaian Risiko adalah sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau

Pendahuluan

A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko
serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang
berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan
daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik
kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di
pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan
konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini.
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang
selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan
wajib/pilihan pada pemerintah daerah.



Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan
risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah; dan
Menjadi fasilitator yang bertugas mmandu instansi pemerintah dalam
melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko, fasilitator
dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau
pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan Risiko membuat
laporan berkala (triwulan dan tahunan) kegiatan pembinaan pengelolaan risiko
yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah. Adapun
bentuk Laporan Berkala Pembinaan Pengelolaan Risiko oleh Komite Pengelolaan
Risiko adalah sebagai berikut.

II.

II1.

Iv.

Laporan Triwulan I/II/III/IV Komite Pengelolaan Risiko
Pembinaan Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau

Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama
tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh
Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko
pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan
pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan
risiko oleh pemerintah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan
oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang
terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah
daerah.

Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dan RTP
oleh UPR.

Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP dan UPR Bagian ini berisi uraian hasil
kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada
UPR. Selain itu dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu
instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses
penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil
monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.
Rekomendasi / Feedback bagi UPR.

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan
hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan
pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

BUPATI INDRAGIRI HULU,
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REZITA MEYLANI YOPI




